
Dipindai dengan CamScanner 

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 
1945 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 

dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggam 

a. bahwa untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 
3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta 

dalam rangka penyusunan perencanaan dan peiaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, 

efektif, dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 
Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 
Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024. 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NO MOR I 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 
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(vml mn t .,m Rtp11hhk ln,loneslA Tnhun 200J Nomor 

141, l'Rml 1111\1, Ltml>Amn Nrgoro Repuhllk tndonesln 

omor 4JJ9); 

4. UndRng-Un,lirng Nomor Tohun 2004 tentang 
l~1bend11ha.m11n Nrgaro (tembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahen tembaran 
Nrgem Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undong Nomor I Tehun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antora Pemerintah Pu!18l den Pcmerintah 
Daernh (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahen Lembaran Negara Republik 
lndonesieNomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubeh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambehan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 
6757; 

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Pcrimbengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambehan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tcntang 
Pcngelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambehan 
Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 5533); 

9. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Tahun 2016 Nomor 5887); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambehan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Pcraturan Prcsiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pcngadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah beberapa kali diubeh, terakhir dcngan 
Pcraturan Prcsidcn Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

f I 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara; 
2. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kolaka 

Utara; 
J. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 

Pasal I 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA 
SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
T AHUN ANGGARAN 2024 

MEMUTUSKAN: 

1018 trntnng l'cn11adaon Unrnng/Joso Pemcrlntoh 

[Lembarnn Negnrn ~cpubllk lndoncsln Tahun 2018 Nomor 

,lJ); 

12.l'craturan Mcntcrt Dalnm Ncgerl Nomor IJ Tehun 2006 

sebagaimana telah Diubeh due kali terakhlr dengan 
dengan 1'1,raturan ~fontcrl dalam Negcrl Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Allis Peraturan Menter! 
Dalam Neg,,ri Nomor lJ Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaen Keuongan Daerah (Bcrilll Negara Rcpublik 
lndoensia Tahun 2006 Nomor J 10); 

lJ.P,,raturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
90 Tahun 2019 tentang Klasilikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomcnklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 
Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

14.Keputusan Mcnteri Dalarn Ncgcri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah; 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 
Nomor2); 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 6). 

Mcnctapkan 
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4. Organi asi l~nrngknl Docroh Adnlnh perangkat doeroh yang 
ditunjuk 11ebngal pcnggune/kuoso pengguna dalom 
mcngelola dan menatausahakan kcuengen/borang millk 
daerah 11esuai dcngan tugas pokok den rungsinye; 

5. Pernertntahan Deso adalah pcnyelenggeroan urusan 
pernerintahnn den kcpcnllngen masyarakat setempat dalam 
sistem pernerintahan Negara Kesotuan Republik Indonesia; 

6. Pemerintnh Deso Kepolo Deso atau yang dlsebut dengan 
name lain dibantu pcrangkat desa sebagai unsur 
pcnyclcnggaro Pemerintahen Desa; 

7. Standnr Sntuen Harga edalah biaye setinggi-tingginye 
(herga tcrtinggi) dari suntu barong/jesa bnik secara mandiri 
meupun gebungnn yang diperluknn untuk memperoleh 
keluaran tertentu, sudah termasuk pojnk·pajnk yang 
berlaku serta keuntungan penyedin barong/jnsa kecuali 
untuk honorarium; 

8. Standnr Binye Umum adalah standnr binya yang 
penggunnannyn bersifat lintas Perangkat Dnerah/Unit Kerjn 
dan Pemerintah Desa; 

9. Standnr Binyn Khusus adalnh standnr binyn yang digunnkan 
untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Dnerah/Unit Kerja; 

10. Rencann Kerje dan Anggnran Organisasi Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalnh dokumen yang 
memuat rencana pendnpatan dan belanja OPD ntau 
dokumen yang rnemuat rencann pendapotan, belanja, dan 
pembinynan OPD yang melaksanakan fungsi bendahnrn 
umum daerah yang digunakan sebagai dnsnr penyusunan 
rancangan APBD; 

11. Penggunn Anggnran yang selanjutnya disingkat PA ndalnh 
pejnbat pemegang kewenangnn penggunnan anggaran untuk 
melnksannkan tuges dan fungsi OPD yang dipimpinnyn; 

12. Kuasn Pengguna Anggnran yang selanjutnyn disingkat KPA 
ndalnh pejabat yang diberi kunsn untuk melaksanakan 
sebagien kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 
tuges dan fungsi OPD; 

13. Penilai edalah pihnk yang melakukan penilaian secara 
independen berdasarkan kompctensi yang dimilikinyn; 

14. Penilaian adalnh proses kegiatan untuk memberikan suntu 
opini nilai ntas suetu objek pcnilaian berupa barang milik 
daerah padn saat tertentu; 

15. Penilai pemerintah ndalnh Penilai Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, 

(4) 
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(!) Untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada 
e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, maka tata cara 
pengadaannya berpedoman pada Peraturan Prcsiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
don Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Katalog Elektronik don e-Purcashing sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga 
Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik done-Purchasing. 

Pasal 5 

Pelaksanaan pemeliharaan don pengadaan barang berpedoman 
pada harga satuan yang berlaku pada saat 
pekerjaan/pengadaan dilaksanakan don tidak melampaui 
harga tertinggi yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga 
serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasal 4 

(1) Standar Saluan Harga sebagairnana dimaksud Pasal 2 huruf 
a tercantum dalam lampiran l; 

(2) Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud Pasal 2 
huruf b tercantum dalam lampim II; 

(3) Analisis Saluan Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud Pasal 
huruf c tercantum dalam lampiran III; 

(4) Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 huruf d tercantum dalarn lampiran IV. 

Pasal 3 

Stander Harga Satunn tenllri dart; 
n. Standar Saluan Harga (SSH); 
b. Standar Binyn Umum (SBU); 
c. Analisis Saluan Belanja (ASB); don 
d. Harga Saluan Pekerjaan Konstruksi (HSPKJ. 

PaMl 2 

UAD II 

STANDAff HAffOA SATUAN 
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(!) Jenis belanja barang/jasa dan/atau belanja modal yang 
sudah ada dalam Standar Satuan Harga ini tetapi besaran 
nilainya belum diatur atau merupakan Standar Biaya 
Khusus, maka Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja 
yang bersangkutan dapat menggunakan satuan harga yang 
dibutuhkan dengan membuat Surat Pemyataan Tanggung 
Jawab Mutlak {SPTJM) yang ditandatangani di atas materai 
oleh PA/KPA dengan mencantumkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar 
dan/atau hasil analisa yang diperhitungkan secara 
proporsional dan profesional berdasarkan harga yang 
berlaku di pasaran serta dapat dipertanggungjawabkan 

Pasal 8 

(2) Penempatan kode rekening belanja sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran 11 merupakan panduan dalam menyusun 
RKA OPD Tahun Anggaran 2023. 

(3) Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemerintah 
Desa dapat menempatkan belanja pegawai, belanja 
barang/jasa dan belanja modal yang ada dalam Standar 
Satuan Harga ini ke dalam rekening belanja lainnya sesuai 
dengan tujuan kegiatannya. 

lampiran II Peraturan Bupati ini; 
(I) Kode Rekening Barang dan Belanja tercantum dalam 

Pasal 7 

(I) Untuk belanja barang berupa Komputer Unit Jaringan dan 
Personal Komputer, harga satuan sudah termasuk sistem 
operasi (Operating System/OS) yang asli (Genuine Operating 
System) dengan memperhatikan Tingkat Komponen Dalam 
Negeri (TKDN) 

(2) Sistem Operasi (operating system/OS) sebagaimana dimaksud 
pada ayat {I) dapat berupa sistema operasi lisensi berbayar 
(lisenced OS) dan sistema operasi tidak berbayar (freeware). 

Pasal 6 

(2) Saluan Harga tanah per m• (meter persegi) untuk kegiatnn 
pcngadaan tanah disesualkan dengan Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP), harga pasar, atau hasil Penilaian oleh Penilai 
Pcmerintah atau Penilai Publik. 

(6) 
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Ditetapkan di Lasusua 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Koleka Utara. 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 

BABlll 
KETENTUAN PENUTUP 

dcr n men nut prinslp-prin ip cli ien, beraaing, 
tran par n, dan ekunt bel. 

(21 Hasil annli s scbegaimana dimaksud p d eyat (II 
dibuktikan dengan dafter harge /Price list) paling scdikit oleh 
2 (duaJ pcnyedia barang/jese. 

(31 Surat Pemyataan Tanggung Jeweb Mutlek sebagaimana 
dimaksud peda eyet (11 bcscrte dokumen kelengkape.nnya 
dileporkan kepada Bupati Kolaka Utara. 

(7) 
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